BAB YV
PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, akan diulas hasil temuan yang telah
dikemukakan pada Bab [V, pada pembahasan penelitian akan
memberikan gambaran tentang strategi perencanaan, realisasi anggaran
pengawasan dan evaluasi serta dampak biaya, kondisinya dilapangan
SLTP Negeri menggambarkan sumber dana masih pada pemerintah dan
BP3, sedangkan sekolah swasta hampir sepenuhnya beriumpu pada
orang tua.

Strategi perencanaan pada SLTP Negern masih seragam, walaupun
sebenamya masih banyak usaha yang bisa dilakukan untuk mencari
sumber dana, misal koperasi sekolah bisa diberdayakan untuk membantu
mendanai peningkatan kualitas KBM/PBM secara langsung.

A. Strategi Penyusunan Perencanaan Pendidikan

Strategi penyusunan Perencanaan anggaran yang dilakukan ke
dalém rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS),
yang dilakukan di SLTP Negeri yang dijadikan sampel, cenderung sama,
hal ini tidak mengherankan karena SLTP Negeri dalam membuat RAPBS
mengacu kepada petunjuk pelaksanaan (jukiak) dan petunjuk teknis
(juknis) yang sudah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia yang sekarang benama Kantor
Departemen Pendidikan Nasional. Adapun yang dijadikan [andasan

hukum untuk menyusun RAPBS adalah sebagai berikut:



1. Intruksi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menter
Dalam Negeri nomor 29 tahun 1997/0/1997 tentang pembentukan
Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa
Barat tanggal 12 Juni 1990 nomor 771/1102/B/1990 hal petunjuk
lebih lanjut Penyusunan RAPBS 1990/1991.

3. Surat edaran Kepala Kandep Dikbud Kota Madya Cirebon.
Pelaksanaan pengumpulan dan sumbangan BP3 tersebut agar

mengikuti Surat Kanwil Jawa Barat tanggal 28 Oktober 1994 nomor
835/102/Kep/1994 beserta petunjuk pelaksanaannya.

Selain Jukiak dan juknis seperti yang dikemukakan pembuatan
RAPBS juga mempertimbangkan situasi dan kondisi masing-masing. Dan
hasil penelitan RAPBS rata-rata mengacu kepada anggaran tahun
sebelumnya dengan  memproyeksikan kenaikkan  20% untuk
mengantisipasi kenaikan harga barang dan jasa.

Pada saat penyusunan strategi perencanaan yang dituangkan
dalam RAPBS SLTP Negeri pada umumnya menentukan strategi sumber
biaya. Pembahasan berhubungan dengan strategi perencanaan biaya
menyaijikan penjelasan langkah-langkah perencanaan biaya, pihak-pihak
yang dilibatkan sampai pada upaya yang dilakukan untuk mengeiola
sumber biaya, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya, dan perhitungan

yang diinginkan untuk menentukan besamya biaya.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pendidikan di SLTP
Negeri Kota Cirebon mendapat anggaran rutin (DIK), UYHD, sumbangan
BP3 yang diperoleh iuran bulanan dan berupa sumbangan siswa baru.

Anggaran rutin adalah anggaran yang disediakan oleh pemerintah
untuk membiayai kegiatan rutin pendidikan yang pertanggungjawabanya
menggunakan sistem UYHD (Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan).
Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab utama UYHD, merasakan
adanya kesulitan dalam menyusun RAPBS, sebab sulit sekali
menggunakan biaya yang sangat terbatas. Untuk dapat sampai kepada
tujuan terlebih lebih dikaitkan dengan visi dan misi sekolah. Kepala
Sekolah dalam penyusunan anggaran dibantu oleh wakil Kepala Sekolah
bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang keuangan, sarana dan
prasarana serta Kepala bidang Humas, Kepala Tata Usaha, bendahara
sekolah dan pengurus BP3. Strategi ini penting dilakukan karena
terkumpuinya biaya merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi dalam pengelolaan pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek yang menentukan
arah keberhasilan kegiatan belajar mengajar baik secara langsung
maupun tidak langsung. Strategi untuk dana rutin (DIK) yang berasal dari
pemerintah, bukan merupakan masalah sebab pemerintah akan
mengumumkan biaya pendidikan ke sekolah berdasarkan juklak dan
juknis yang ada. Sementara untuk DBO dan OPF menimbulkan kesulitan
dalam penyusunan RAPBS, sebab untuk memperoleh dana tersebut,
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memerlukan strategi yang khusus dari pihak sekofah untuk melakukan
pendekatan kepada kepala proyek ini bisa dilihat pada tabel anggaran
ternyata tidak setiap tahun SLTP Negeri memperoleh sumber biaya dan
juga nominainya berubah-ubah.

Kafau melihat terpecah-pecahnya biaya yang diperoleh dari
pemerintah, maka sulit bagi sekolah membuat RAPBS sesuai dengan
sasaran sebab dalam menentukan anggaran yang sebenamya, karena
sumber biaya dari OPF dan DBO tidak bisa ditetapkan seperti yang
terlihat pada tabel anggar*;m sebelumnya kadang-kadang sekolah
mendaﬁat droping pada tahun berikutnya befum tentu memperoleh fagi,
belum lagi besarnya biaya yang bersumber dari DBO dan OPF akan
tergantung pada strategi yang harus dipakai Kepala Sekolah melakukan
pendekatan kepada Kepala proyek DBO dan OPF. Karena OPF bersifat
proyek, jadi tidak dapat diproyeksikan kapan OPF berakhir, sebab
menurut salah seorang Kepala Sekolah tahun 2004/2002 SLTP Negeri 5
sudah tidak memperoleh bantuan biaya OPF lagi. Biaya yang bersumber
dari proyek OPF menurut Kepala Sekolah SLTP 5 Cirebon digantikan
dengan bantuan iuran swadaya.

Dalam hal ini peneliti tidak mencari informasi yang lebih dalam
karena penelitian hanya sampai tahun anggaran 2000/2001, sedangkan
beberapa proyek baru muncul pada tahun anggaran 2001/2002.

Kesufitan lain yang timbul daiam menyusun anggaran, Kepala

Sekolah tidak diberi kesempatan untuk berimprovisasi mencari terobosan



untuk mencari sumber biaya, karena Kepala Sekolah terfokus melihat
petunjuk pelaksanaan dari Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri
Dalam Negeri yang membuat Surat Keputusan bersama untuk menyusun
anggaran tersebut. Surat Keputusan Edaran Kepala Kantor Wilayah
Dekdikbud dan Surat Keputusan Gubermnur Jawa Barat. Surat-surat ini
mengatur prosedur keuangan baik yang berasal dari pemerintah maupun
dari BP3.

Juklak dan juknis inilah yang menyebabkan mengapa dalam
pembuatan RAPBS menjadi seragam untuk seluruh SLTP Negeri. Dari
hasil penelifian menunjukkan bahwa anggaran seluruh SLTP
memperlihatkan biaya untuk KBM mendapat porsi yang sangat kecil.
Sedangan porsi terbesar terserap untuk gaji dan kesejahteraan personil
dan begitu juga biaya yang berasal dari BP3, 45% untuk biaya yang
sama.

Implikasi {ain yang timbul di dalam penyusunan RAPBS bukan
berdasarkan  kebutuhan yang berorientasi kepada kegiatan yang
dilaksanakan oleh sekolah, tetapi yang menjadi acuan justru petunjuk
pelaksanaan. Anggaran yang dibutuhkan berdasarkan kegiatan tidak lagi
menjadi pertimbangan utama.

Hal lain yang dapat dilihat dalam penyusunan RAPBS, banyak
anggaran yang tumpang tindih, seperti komponen biaya pemeiiharaan
terlihat pada berbagai mata anggaran baik pada mata anggaran rutin,

pada Dana Bantuan Operasional maupun pada anggaran Operasional



Pemeliharaan dan Fasiltas. Seharusnya pemerintah tidak lagi
memberikan biaya pendidikan dalam bentuk proyek, tetapi memperbesar
anggaran rutin tahun ajaran sekolah sehingga sekolah bisa menyusun
anggaran berdasarkan kebutuhan dan di samping itu pemerintah
seharusnya menambah anggaran yang langsung menyangkut kegiatan
belajar mengajar sehingga anggaran yang ada berpengaruh {angsung
terhadap kualitas yang dihasilkan.

Usaha lain yang semestinya dilakukan pemerintah seharusnya
menunjuk/menempatkan bendahara sekolah tersebut seorang yang
mempunyai latar belakang akuntansi. Sehingga mempunyai kemampuan
untuk menyusun formula biaya pendidikan, berupa unit cost untuk sefiap
siswa. Diharapkan RAPBS komponen gaji dan kesejahteraan personil
tidak termasuk di datamnya, sebab gaji dan kesejahteraan personif ini
seolah-olah termasuk biaya pendidikan sehingga kelihatannya anggaran
pendidikan besar padahal sebenarnya gaji pégawai yang menyerap biaya
terbesar dan untuk biaya PBM/KBM masih kecil.

Dengan melihat beberapa kelemahan seharusnya Kepala Sekolah
diberi keleluasaan, untuk mencari strategi sendiri, karena Kepala Sekolah
tentu yang paling tahu kondisi sekolahnya. Kalau mengacu kepada
strategi manajemen yang dikemukakan dikemukakan oleh Kaplan dan
Northon, maka merupakan keharusan bagi Kepala Sekolah, untuk
menetapkan strategi dalam menyusun anggaran. Kaplan dan Northon

melaiui Balanced Scorecard menyarankan agar Kepala sekolah sebagai



pimpinan mampu mengubah orientasi finansial sebagai kerangka kontrol
menjadi sistem operasi dalam terminologi strategi manajemen baru.
Apabila strategi manajemen baru bisa diterapkan, maka Kepala Sekoiah
senantiasa akan berinisiatif untuk mengatasi kesenjangan antara apa
yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan.

Sistem kepemimpinan yang berlaku sekarang apabila tidak
dilakukan perubahan, maka hal ini tidak akan membawa perubahan dalam
dunia pendidikan, manajemen berbasis sekolah hanya akan tetap menjadi
teori yang bagus, sementara pelaksanaan tetap bersifat top down.

Blocher dan Chenlin juga sepedapat apabila pimpinan suatu
lembaga ingin memberi kepuasan kepada pelanggan, maka yang penting
bagaimana dia harus menyusun strategi, teriebih-tebih Kepala Sekolah
yang senatiasa harus memuaskan pelangganya, maka kemahiran
menyusun strategi menjadi teramat penting. Yang perlu diusahakan dalam
dunia pendidikan sekarang adalah bagaimana peraturan atau garis besar
dibuat sementara teknis pelaksanaan diserahkan kepada para manager
sekolah, sebab merekalah yang tahu persis situasi dan kondisi di
lapangan.

Perencanaan anggaran biaya pendidikan di sekolah untuk kegiatan
belajar mengajar, sufit mencapai sasaran karena untuk kegiatan
memberikan pelayanan langsung kepada siswa biayanya terlalu kecil,
biaya untuk KBM sebagian besar digunakan untuk penyediaan sarana dan

prasarana penyelengaraan ulangan umum, EBTA/EBTANAS, sedangkan



pelayanan untuk meningkatkan penyediaan sarana yang langsung
menyangkut pelayanan KBM, untuk meningkatkan kualitas, masih jauh
dari pada yang diharapkan, baik pelayanan intra kurikuler, ekstra kulikuler
maupun pelayanan bimbingan.

Pelayanan yang tidak langsung terkait kegiatan belajar tetapi punya
dampak terhadap siswa dan ini juga menimbulkan motivasi belajar bagi
siswa, biaya yang dikeluarkan sekolah antara iain: {1} biaya untuk
kesejahteraan personil; (2) pengadaan sarana sekolah; (3) pemeliharaan
gedung sekolah; (4) penggunaan daya dan jasa terutama pelayanan yang
dirasakan siswa adalah penerangan dan air.

Mulai tahun 2001/2002 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari
sentralisasi, menjadi desentralisasi yang membawa dampak kepada
pengelolaan sekolah, tetapi menurut keterangan salah seorang
bendaharawan SLTP Negeri perubahan ini belum membawa dampak
terhadap biaya pendidikan, perubahan ini baru bersifat perubahan
prosedur pengajuan yang tadinya diajukan ke pusat, mulai anggaran
tahun 2001/2002 pengajuan anggaran diajukan kepada daerah (Wali
Kota) penyusunan anggaran tetap mengacu kepada peraturan yang lama,
karena sekolah belum bisa membuat RAPBS sesuai dengan kebutuhan,
dan pemerintah masih menetapkan DIK tahunan sebagai sesuatu yang
baku. Sementara sumbangan dari BP3 masih menganut sistem lama,
pemahaman baru sebatas perubahan nama, meskipun ada safah satu

SLTP Negeri di mana Dewan Sekolah terbentuk langsung bersosialisasi



untuk memberdayakan Dewan Sekolah ini menjadi pendamping sekolah
dalam mengelola keberadaan sekolah.

“Kepala Sekolah SLTP Negeri 5 Cirebon mengungkapkan begitu
Dewan Sekolah terbentuk, maka langsung mengadakan kegiatan untuk
membangun sekolah sehingga sudah berhasil membuat proposal untuk
perbaikan gedung sekofah, dan menurut rencana pada tahun 2001/2002
sekolah lama akan dibangun yang sebagian dana dari pemerintah dan

sebagian dari Dewan Sekolah.”

Pada situasi kondisi sekarang pentingnya orang tua dilibatkan
dalam pembiayaan pendidikan merujuk ke dalam USPN nomor 2 tahun
1989, bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, orang tua
dan sekolah. Zymelman (1975:21) “menyatakan bahwa orang tua
membayar uang sekolah, ujian, sumbangan untuk siswa baru,
laboratorium dan sebagainya adaiah dalam rangka mencapai tujuan,” di
Indonesia hal tersebut di atas sesuai dengan tujuan yang ada pada UUD
1945 yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu agar
masyarakat termofivasi untuk memelihara pendidikan diperlukan
transparansi dari sekolah untuk mengelola biaya pendidikan, di sekolah
yang telah dibentuk Dewan Sekolah harus berperan sebagai:

(1) Mediatorfpenghubung antara sekolah dan orang tua agar

terjadi hubungan yang harmonis.

(2) Dewan Sekolah menyadari betul bahwa perannya tidak fagi

sebagai penyumbang dana nomor 2 setelah dana yang
!



diperoleh dari pemerintah, tetapi juga turut aktif mengelola,
oleh karena itu seharusnya tidak terjadi anggaran yang
tumpang tindih seperti sekarang ini.

(3) Dewan Sekolah hendaknya turut menumbuh kembangkan
wawasan Widiya Mandala yang salah satu konsepnya
beranggapan sekolah harus bertumpu pada masyarakat
sekitarnya namun harus mencegah masuknya sikap dan
perbuatan yang sadar atau pun tidak, yang dapat
menimbulkan pertentangan antara kita sama kita karena
perbedaan suku, perbedaan asal usul keturunan dan tingkat
sosial ekonomi serta perbedaan paham politik. Sekolah
sebagai Widiya Mandala menghendaki agar sekolah
merupakan masyarakat belajar yaitu masyarakat yang
memiliki tata kehidupan yang mengatur hubungan antara guru
dengan lingkungannya yang mengajar, dan siswa belajar
dalam suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan
pendidikan yang diharapkan dalam suasana menggairahkan
(Reja Mudyaharjo: 32: 1992).

Untuk meningkatkan fungsi Dewan Sekolah juga mungkin pula

mengacu kepada apa yang disarankan oleh Morphet sekolah dan Dewan
Sekolah dalam menyusun RAPBS memperhatikan hal-hal sebagai berikut

ini:



1. Ada keberanian mengganti peraturan dan prosedur yang tidak

efektif sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan pendidikan.

2. Mengubah peraturan yang sudah tidak Up fo date, dengan

merancang pengembangan yang efektif.

3. Memantau setiap output pendidikan secara terus menerus

dalam rangka evaluasi untuk kegiatan berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan biaya KBM pada SLTP Negeri 1
Cirebon menunjukkan sumber biaya dari BP3, dengan perolehan dari
BP3 .berdampak pada pengelolaan pendidikan. Demikan juga untuk
SLTPN 6 yang lokasinya berada di kompleks Perumnas lokasi nya agak
jauh dari kota mempunyai pengaruh terhadap sumbangan BP3, karena
status orang tua yang ada pada kedua sekolah ini juga berpengaruh
terhadap perolehan uang sekolah.

Kondisi SLTP Negeri 8 dan SLTP Negeri 17 dalam memperoleh
dana yang bersumber dari BP3 juga sulit untuk segera dirubah seiring
dengan berubahnya BP3 menjadi Dewan Sekolah, karena yang penting
bukan hanya perubahan nama, tetapi perubahan pola pikir dalam
memberdayakan orang tua untuk mengelola sekolah agar bisa
meningkatkan outputnya. | |

SLTP Negeri 1 dan SLTP Negeri 5 Kota Cirebon kalay dilihat dari
perolehan dana pendidikan merupakan sekolah yang mendapat
sumbangan orang tua yang lebih besar di antara SLTP Negeri lainnya

bukan disebabkan karena strategi perencanaan yang dilakukan oleh



Kepala Sekolah beserta para pembantunya tetapi kondisi awal SLTP :
Negeri 1 sudah menunfang seperti lokasi berada ditengah-tengah kota,
sebagian besar orang tua peserta didik terdiri dari golongan menengah ke
atas, sedang SLTP Negeri 5 yang baru muncul tahun 1985 karena
perubahan status dari SMEP menjadi SLTP, lebih disebabkan karena
lokasi dan kondisi sekolah, situasi dan kondisi yang mendukung maka
memuncultkan SLTP Negeri ini dafam pelaksaanaannya dapat menyusul
sekolah-sekolah lainya, sehingga SLTP Negeri 5 sekarang sudah
termasuk sekolah favorit di samping SLTP Negeri 1 Kota Cirebon.

Dari pembahasan-pembahasan di atas ditemukan hal-hal sebagai
berikut: Dengan perubahan sistem sentralisasi menjadi  sistem
desentralisasi sudah sewajarnya Pemerintah Daerah memberikan
perhatian terhadap perkembangan pendidikan sesuai dengan visi dan misi
pendidikan Kota Cirebon.

Perhatian Pemerintah Daerah seharusnya direalisasikan ke dalam
bentuk pendanaan yang cukup rasional dalam bidang pendidikan, kalau
dilihat pendidikan sebagai suatu sistem bukan tidak ada perhatian
pemerintah terhadap pendidikan tetapi perhatian pemerintah baru sebatas
memperhatikan kesejahteraan guru sedangkan untuk KBM yang langsung
menyangkut  pelayanan kepada siswa belum tersentuh. Dari hasil
penelitian belum ada Kepala Sekolah yang menggunakan strategi dalam
menyusun RAPBS, padahal anggaran merupakan rencana kuantitatif
terhadap operasi sekolah, anggaran mengidentifikasikan sumber daya
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keuangan dari operasional yang direncanakan. Anggaran pada suatu

periode merupakan pedoman untuk melakukan operasi selama periode
anggaran dan merupakan proyeksi dari hasil operasi. Oleh karena itu
dalam menyusun anggaran, Kepala Sekolah perlu melakukan strateqgi
penyelenggaraan dengan melihat faktor-faktor  intemnal yang
mempengaruhi operasional sekolah dan mengevaluasi kekuatan dan
kelemahan internal. Faktor ekstemal yang harus diperhatikan yaifu faktor:
ekonomi, sosial, peraturan, fingkungan dan teknologi.

Dalam menyusun RAPBS sebenamya Kepala Sekolah kalau
mempertimbangkan strategi itu penting maka dia akan melihat peluang-
peluang yang bagus dalam menggali sumber dana untuk menunjang
biaya KBM. Sebagai mana kita ketahui hampir setiap sekolah sudah
punya koperasi tetapi koperasi yang ada di sekolah belum diberdayakan
untuk menunjang biaya KBM.

Koperasi sekolah sebenamya merupakan faktor yang dapat
menunjang keberhasilan sekolah katau dikelola secara profesional dengan
strategi-strategi tertentu.

Sebagai gambaran penelitian menginformasikan bahwa kondisi
koperasi yang ada di sekolah sekarang hanya bersifat simpan pinjam

untuk para guru.



B. Mekanisme Penggunaan/Realisasi Pembiayaan
Pembahasan hasil penelitian seperti dijelaskan pada sub-sub bab

diatas menunjukkan bahwa setiap SLTP Negeri sudah berupaya
merealisasikan anggaran sesuai dengan RAPBS. Namun tidak dapat
dipungkiri pada kenyataannya dilapangan bahwa selama ini masih
ditemukan kekurangan datam manajemen keuangan. Ini dapat dilihat dari
masih terjadinya pengalihan anggaran untuk menutupi kegiatan yang
sangat penting tetapi biayanya tidak mencukupi. Dari keseluruhan
 realisasi anggaran yang dilakukan SLTP Negeri yang dijadikan sampel
sebagai berikut: SLTP Negeri 1 Kota Cirebon anggarannya merupakan
total yang terbesar dalam setiap tahunnya dibanding dengan SLTP Negeri
lainnya. Kemudian disusul dengan SLTP Negeri 5 sedang SLTP Negeri
fainnya menyusul dibelakang, dan realisasi anggaran yang terkecil adalah
SLTP Negeﬁ i?.

Dalam merealisasikan anggaran, pada SLTP Negeri, terlihat pada
SLTP Negeri yang banyak di bantu oleh BP3 mampu merealisasikan
anggaran KBM lebih tinggi di banding dengan sekolah vang BP3-nya
belum sepenuhnya membantu.

Temuan lain dalam realisasi anggaran terlihat adanya penggunaan
biaya yang tumpang tindih, misal dari setiap sumber biaya ada komponen-
komponen yang harus dibiayai oleh berbagai sumber biaya, seperti biaya
pemeliharaan ada dari dana rutin (DIK), ada pada DBO, kemudian
muncul juga pada OPF. Hal Ini menunjukkan lemahnya penyusunan

RAPBS, karena banyak biaya yang bersifat proyek sehingga Kepala



Sekolah sulit untuk membuat rencana anggaran karena ada kesenjangan
antara sumber biaya dengan kebutuhan ideal sekolah. Oilain pihak
pertanggungjawaban jadi sulit dikontro! karena menurut saiah seorang
wakil Kepala Sekolah setiap sumber biaya yang bersifat proyek
penanggung jawabnya berbeda.

Realisasi anggaran untuk KBM/PBM, tidak banyak menyentuh
langsung kegiatan KBM sehari-hari, sebagian besar kategori biaya
tersebut dipergunakan untuk memenuhi pengadaan, kegiatan ulangan
umum EBTA dan EBTANAS. Padahal pelayanan KBM sehari-hari,
merupakan proses'yang sangat penting untuk memperoleh hasil yang
diharapkan.

Biaya yang paling besar dikeluarkan untuk biaya personil. baik
biaya yang bersumber dari DIK (Dana Rutin) atau yang bersumber dari
BP3, sebagai mana kita ketahui dalam anggaran ditentukan 45% dari
dana BP3 diperuntukan untuk kesejahteraan personil dan hal tersebut
yang direalisasikan. Semestinya biaya yang bersumber dari BP3
sebagian besar harus direalisasikan untuk menunjang KBM secara
langsung.

Realisasi dengan pendekatan anggaran berimbang antara
pemasukan dan pengeluaran, menimbulkan implikasi: memudahkan
penyusunan anggaran dan realisasinya dan memudahkan membuat
laporan pertanggungjawaban, tetapi dipihak lain menimbulkan

kecenderungan realisasi anggaran tidak efektif dan tidak efisien.
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Pendekatan berimbang juga akan mengakibatkan pertanggungjawab-an
tidak memenuhi standar akuntabilitas, artinya pertanggungjawaban hanya
difokuskan pada segi kuantatif saja, sedangkan aspek kualitatifnya
terabaikan.

Pada beberapa SLTP Negeri ada yang memakai istitah dana dari
BP3 ini, sumbangan sukarefa, tetapi pada kenyataannya setiap siswa
diharuskan memberikan sumbangan dalam jumiah yang sama, istifah ini
seharusnya tidak dipakai sebab iuran sukarela tentu implementasi setiap
siswa tidak wajib memberi iuran dalam jumlah yang sama. Hal ini
menunjukkan tidak konsekuennya antara pernyataan dan kenyataan
padahal fakta penerimaan/penggunaan uang merupakan suatu hal yang
sangat penting. Transparansi penggunaan dana harus lebih diutamakan
dari sekedar pengalokasian yang disesuaikan dengan ketentuan
anggaran dasar yang ada. Sebab yang penting dalam manajemen
keuangan bukan hanya yang tersurat tetapi juga apa yang tersirat dalam
kenyataan.

Manajemen keuangan semestinya harus lebih transparan dalam
menentukan sumber dana termasuk  realisasinya, sehingga tidak
menimbulkaﬁ kerancuan istilah sukarela menjadi wajib dalam
kenyataanya.

Didalam catatan sistem pembukuan realisasi anggaran yang
bersumber dari pemerintah UYHD, DBO dan OPF yang dikelola

bendahara harus mengacu kepada:



1. pemasukan dan pengeluaran (realisasi) keuangan dibukukan
berdasarkan waktu penerimaan pada rentang/awaf atau akhir
bulan penefimaan.

2. pada setiap triwulan harus dilaporkan dalam kondisi seimbang
dengan saldo nihil.

3. setiap bulan Kepala Sekolah sebagai atasan langsung wajib
memeriksa dan melakukan persetujuan dan
pertanggungjawaban sebagai bukti yang sudah dianalisa dan
disetujui.

4. faktur merupakan syarat bukti pengeluaran uang (belanja
barangljasa).

Hal di atas membuktikan bahwa persyaratan administrasi menjadi
hal yang utama dalam penggunaan keuangan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada Kepala
Sekolah yang menggunakan strategi dalam mencari biaya, dan belum
adanya inisiatif yang demikian akan menyulitkan SLTP Negeri. Untuk
memperbaiki kondisi dan merealisasikan anggaran sesuai dengan
kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan baik dalam intra

atau ekstra kurikulum yang akhirnya berdampak pada kualitas lulusan.

C. Dampak biaya
Pembahasan ini menguraikan dan mengulas hasil temuan yang

telah dikemukakan sebelumnya. Pada bab {V, dengan memberikan

gambaran hubungan biaya antar SLTP Negeri, antar SLTP Swasta di Kota



Cirebon. Sebagai Informasi yang akan dijabarkan pada pembahasan ini
hanya gambaran tahun 2000/2001 saja. Walaupun pada tahun anggaran
1999/2000 dan 2000/2001 pada beberapa sekolah memperiihatkan biaya
cukup tinggi, berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah dan bendahara
hal ini semata-mata disebabkan oleh terjadinya kenaikan honor kelebihan
lam mengajar, dan adanya kenaikan gaji guru. Jadi bukan kenaikan
anggaran pendidikan secara keseluruhan.

Pada pembahasan ini akan dilihat hubungan satuan biaya antara
SLTP Negeri dengan SLTP Swasta dan hasil NEM, kemudian mengulas
hubungan satuan biaya SLTPN dan SLTP Swasta dengan satuan biaya
Kota Cirebon beserta hasil NEM yang dihitung dari total rata-rata
perkecamatan di Kota Cirebon.

Kemudian mengulas sistem keuangan yang ada di SLTP Negeri
dengan SLTP Swasta yang mana yang lebih simpelfbaik antara kedua
sistem yang mengarzh pada otonomi sekolah dan juga mengula’s
persentase biaya dengan dampaknya (NEM). Dari hasil analisis akan
terlihat tingkat cost efektiveness, apakah biaya yang dikeluarkan oleh
setiap sekolah efektif dan efisien atau tidak.

1. Hubungan Satuan Biaya Antar SLTP Negeri di Kota Cirebon
dengan hasil NEMnya

Berdasarkan perhitungan unit cost pada tabel 67 dan tabel 69
(halaman 268 dan 269) peneliti mengemukan hal-hal sebagai berikut :

Dari perhitungan Unit cost persiswa pada setiap sekolah memberi

{



gambaran bahwa : SLTPN 1 dengan biaya Rp. 610.400,- persiswa
dengan NEM rata-rata 40,75 (NEM tertinggi pada tahun ajaran
2000/2001). Jika kita bandingkan dengan SLTPN 5 dengan biaya Rp.
490.500,- persiswa dengan NEM 37,77 maka SLTPN 1 walaupun biaya
lebih tinggi tetapi karena hasil NEMnya juga lebih tinggi. Kemudian
SLTPN § biaya Rp. 490.500,- persiswa NEM 37,77 kita bandingkan
dengan SLTPN 6 biaya Rp. 575.300,- persiswa hasil NEM 35,48 dengan
biaya yang lebih rendah SLTPN 5 memperoleh NEMnya febih tinggi. Jadi
biaya SLTPN 6 febih tinggi hasii NEM nya lebih rendah, mungkin faktor
lain menjadi penyebabnya,. seperti faktor lingkungan dan faktor orang tua.
Karena SLTPN § . lingkungan sekolahnya berada di kota sedang SLTPN
6 berada di Perumnas yang agak jauh dari kota, faktor orang tua juga bisa
jadi penyebab, karena orang tua yang berasal dari status sosial yang febih
tinggi biasanya lebih memperhatikan di mana anak-anaknya sekolah.

Demikian juga jika kita bandingkan SLTPN 11 biaya Rp. 408.200:—
persiswa NEMnya 35,20 dengan SLTPN 8 biaya ép. 452.000,- persiswa
NEMnya 31,55, SLTPN 11 biaya persiswa lebih kecii dari SLTPN 8.
sedangkan hasil NEMnya lebih tinggi dari SLTPN 8. Begitu juga jika
SLTPN 11 kita bandingkan dengan SLTPN 17 biaya Rp. 415.000,-
persiswa NEMnya 31,45. SLTPN 11 biayanya lebih kecii NEMnya febih
tinggi.

Kesimpulan secara keseluruhan pada umumnya SLTPN yang biaya

persiswanya tinggi untuk proses belajar mengajar, hasil NEMnya akan



lebih baik, walaupun ada juga SLTPN yang biayanya tinggi tetapi hasiinya
belum sesuai, hal ini dimungkinkan oleh faktor lain, seperti faktor
lingkungan atau faktor orang tua yang kurang memotivasi putra-putrinya.

Tetapi dari hasil wawancara Kepala Sekolah hampir semuanya
menyatakan bahwa biaya., menjadi salah satu faktor penting didaiam
mencapai kualitas yang diharapkan, pada kenyataan SLTP Negeri yang
biayanya tinggi dan didukung oleh faktor iain yang menununjang akan
menghasilkan NEMnya baik.

Dari pernyataan di atas dapat disimpuikan, setiap SLTP negeri
akan dapat menghasilkan mutu iulusan yang tidak. terlalu  jauh
perbedaannya, apabila sekolah menggunakan biaya yang sama besamya.
Kalau diihat dari jumlah biaya dan hasil Nem {ulusan, memang ada
-kecenderungan besarnya biaya mempengaruhi mutu, ( Walaupun masih
ada SLTP yang biaya tinggi tetapi hasilnya belum sesuai ) tetapi faktor
fingkungan dan faktor orang tua juga turut mempengaruhi. Oleh karenr;\
biaya yang dari pemerintah standarnya sama, yang perlu diupayakan
adalah partisipasi orang tua harus ditingkatkan. Jadi kalau mengacu pada
cost efectiveness diharapkan dengan biaya yang sama akan mampu

mencapai hasil yang hampir sama pula.

2. Membandingkan Hubungan Satuan Biaya Antar SLTP Swasta
di Kota Cirebon dengan Hasil NEM.
SLTP Swasta pada tahun ajaran 2000/2001 yang paling tinggi NEM

rata-ratanya adalah SLTP Santa Marna nilainya 38,32 biaya persiswa Rp.



708.100,-. Sedangkan SLTP Kristen 1 .tertihggi kedua di bawah Santa
Maria hasil NEM nilai rata-rata 3?’,36A‘Tetapi karena peneliti tid'ak bisa
informasi biaya persiswa karena Pimpinan sekolah tidak dapat
memberikan data tentang keuangan, semua data pembiayaan seko ada
pada Pengurus yayasan dan sifatnya rahasia. Dari hasil observasi bisa
digambarkan dengan fasilitas sekolah yang lengkap SLTP Kristen biaya
persiswanya cukup tinggi.

Jika kita perhatikan SLTP Al Azhar biaya Rp. 393.691,- persiswa
hasit NEM 35,42 dibandingkan dengan SLTP Muhamadiyah biaya Rp
252.288,- hasil NEM 30,44, maka perbedaan biaya pada kedua sekolah
juga kita lihat, biaya yang lebih tinggi cenderung menghasilkan kualitas
yang lebih baik.. SLTP Kartika biaya Rp. 162.113,- persiswa NEM 29,86
dibandingkan SLTP Pawiyatan Raharja biaya Rp.364,800- siswa hasil
NEM 29,27. SLTP Pawiyatan raharia dengan biaya yang lebih tinggi
belum memperoleh hasil yang lebih baik. NEM siswa SLTP Kartika 29.86
sedang SLTP Pawiyatan Raharja dengan 29,27. setelah kita teliti jumlah
siswa SLTP Kartika 114 orang SLTP Pawiyatan Rahardja 76 orang, dari
data tersebut dapat kita simpulkan mungkin banyak siswa juga
h.n.'nempengaruhi keadaan sekolaj dan berpengaruh kepada hasil yang
dicapai. Hal lain yang menyebabkan biaya persiswa menjadi lebih tinggt
karena Pawiyatan Raharja kebetulan kepunyaan Yayasan Yang bernaung
di bawah PTP jadi biaya persiswa menjadi lebih tinggi. Sedangkan SLTP

Santa Maria biaya Rp.708,800,- persiswa hasil NEM 38,32, jumlah siswa



989 orang dibanding dengan SLTP Al Azhar biaya Rp. 393.700,- persiswa
hasif NEM 35,42 dengan jumlah siswa 311 orang. SLTP Santa Maria
biayanya paling tinggi diantara SLTP swasta iainnya tetapi NEMnya juga
paling tinggi. Hal ini juga menunjukkan pada Pengeloialaan SLTP
swastapun tidak jauh berbeda dengan SLTP Negeri bahwa ada
kecenderungan biaya yang tinggi akan menghasilkan lulusan yang baik
pula. Walaupun ada SLTP swasta yang biayanya cukup finggi tetapi

NEMnya rendah, namun seperti sudah diinformasikan ini lebih disebabkan

.

oleh faktor lain, yaitu faktor lingkungan atau faktor manajerial yang

e -

berpengaruh terhadap KBM.

3. Membandingkan Hubungan Satuan Biaya Beberapa SLTP Negeri

dengan Beberapa SLTP Swasta di Kota Cirebon

Dihubungkan dengan hasil NEM, pada tahun ajaran 2000/2001 di
Kota Cirebon hasil rata-rata yang paling tinggi adalah SLTP Negeri 1,
hasilnya 40,75 (SL.TP Negeri dan SLTP Swasta) sedang yang paling kecil
SLTP Swasta Pawiyatan Raharja hasil rata-rata NEM 29,27.

SLTP Santa Maria yang termasuk kategoti mendapat hasil NEM
tertinggi yaitu 38,32 biaya persiswa Rp. 708,100 dibandingkan dengan
SLTPN 1 hasi!..N!“-:M 40,75 biaya persiswa Rp. 610.400,- SLTP Santa
Maria walau pun hasil NEM tinggi biayanya termasuk yang tinggi karena
gaji guru di SLTP Santa Maria termasuk yang paling tinggi diantara SLTP

swasta yang ada di Cirebon, oleh karena itu jika dibandingkan dengan



SLTP Al Azhar biaya SLTP Santa Maria jauh lebih tinggi sedang NEM
tidak jauh berbeda, jumlah siswanya di SLTP Santa Maria pun 3 kali lebih
besar dari Al Azhar, semestinya dapat meningkatkan NEM yang lebih
tinggi lagi

Jika SLTPN 6 biaya persiswa Rp. 574.300,- hasil NEM 35,41
dibandingkan SLTP Al Azhar biaya persiswa  Rp. 393.700,- hasil NEM
35,42, hasil NEM hampir sama, jadi SLTPN 6 harus lebih berupaya
meningkatkan hasil. Jika kita bandingkan dengan SLTPN 11 biaya
persiswa Rp. 408.200,- hasil NEM 35,20 dibanding dengan SLTP Al Azhar
biaya persiswa Rp. 393.700,- hasil NEM 35,42, selisih biaya Rp. 14.532,-
selisih NEMnya 0,22 juga masih lebih baik SLTP Al Azhar.

Kemudian kita bandingkan SLTP Muhamdiyah dengan biaya Rp.
- 255.288,- hasil NEM 30,44 dan SLTP Negeri 8 dengan biaya Rp. 452,200
hasil NEM 31,55 selisih biaya Rp. 196.753,- lebih tinggi SLTPN 8
sedangkan sefisih NEM 1,11., oleh karena itu kinerja di SLTP Negeri 8
harus ditingkatkan, mengingat input yang masuk ke SLTP Negen 8 tidak
lebih rendah dibanding dengan input yang - di terima di SLTP
Muhamadiyah.

Terakhir kita bandingkan SLTPN 17 dengan SLTP Kartika dan
SLTP Pawiyatan Raharja SLTPN 17 biaya persiswa Rp. 415.?)11,— NEM
31,45, SLTP Kartika biaya persiswa Rp. 163.113,- NEM 29,86, SLTP
Pawiyatan Raharja Rp. 364,800-, SLTP Negeri 17 yang paling belum

menunjukkan hasil yang maksimal dengan nilai biaya jauh lebih tinggi

!



hasit NEMnya tidak jauh berbeda. SLTP negei 17, harus berupaya
mempelajari faktor penyebab mengapa kurang berhasil meraih rata-rata
Nem yang baik, sebab SLTP Kartika dan SLTP Pawiyatan Rahardja
temasuk kategori rendah dalam kelompok SLTP swasta di kota Cirebon.

Dari seluruh data diambil kesimpulan semakin tinggi satuan biaya
persiswa hasil NEM makin tinggi/baik terihat dari SLTPN 1, SLTPN 5,
SLTPN 11, SLTP Santa Maria, dan SLTP Kristen Penabur (walaupun
tidak bersedia memberikan tentang berapa biaya yang digunakan, tetapi
dari hasil observasi bisa diduga SLTP ini menggunakan biaya yang cukup
tingai). |

Dengan kesimpulan yang ada dapat diartikan bahwa ada
kecenderungan adanya keterkaitan antara level biaya yang digunakan
setiap sekolah dengan mutu lulusan yang diperoleh setiap sekolah.
Kondisi di SLTP swastapun tidak jauh berbeda dengan sekolah negeri,
apabila didukung oleh biaya, sarana dan prasarana, serta guru-guru yang
kinerja baik, tidak mustahil akan memperoleh hasil yang baik pula. Jadi
teori cost efectiveness juga berlaku buat sekolah swasta.Pengukuran
pencapaian tujuan dikaitkan dengan cost yang digunakan.

Karena hampir seluruh biaya pendidikan di SLTP swasta, dibayar
oleh orang tua siswa maka kesadaran orang tua menjadi lebih penting,
dalam arti apabila putra-putrinya ingin memperoieh pelayanan pendidikan
yang lebih baik, harus diupayakan agar orang tua lebih berpartisipasi

dalam pendanaan sekolah. Sebab tidak ada kualitas yang bisa dibayar



Chenlin setiap kualitas harus diawali dengan suatu proses, dan prose:%’mt = “"“

T -___._.-5

memenrukan biaya yang besar.

4. Hubungan Satuan Biaya SLTP Negeri dan SLTP Swasta dengan
Satuan Biaya Hasil Rata-rata NEM Perkecamatan Kota Cirebon

Tabel 70 :
Hubungan Antar Satuan Biaya dengan NEM SLTP
Kota Cirebon

388.000.-

1. | Kejaksaan 35,21
2. | Kecamatan 122.000,- 32,69
3. | Kosambi 401.000, - 32,26
4 ! Lemat Wungkuk 27,00
_ 5. | Hagamukti 414.000,- 38,35
i Rata-rata 368.000,- 33,10

Sumber Profit Pendidikan Kandep Diknas Kota Cirebon tahun 2000.

Pada point ini kita akan menguraikanfmenganaiisa hubungan

satuan biaya SLTP Negeri dan SLTP Swasta dengan satuan biaya hasit

rata-rata NEM perkecamatan di Kota Cirebon

a. Satuan biaya SLTP Negeri Kota Cirebon dibanding dengan

satuan biaya hasil rata-rata NEM perkecamatan Kota Cirebon.

SLTP Negeri 1 biaya Rp. 610.400,-/Siswa NEM 40,75, SLTP

Negeri 5 biaya Rp. 490.500,-/siswa NEM 37,77, SLTP 11 biaya

Rp. 452.200,-/siswa NEM 35.20. total rata-rata perkecamatan

Rp. 368.000, -/siswa dapat kita ambil kesimpulan makin tinggi

biaya, hasil NEMnya akan lebih baik. Dampaknya orang tua

yang putranya di SLTPN 5 dan 11 mendapat nilai yang bagus,

orang tuanya mendapat kepuasan (satisfaction) dan akan



bersedia membayar lebih tinggi, karena apabila sekolah
menerima dana yang lebih besar akan dapat meningkatkan
kegiatar belajar dan mengajar yang lebih baik. Dalam proses
belajar mengajar yang baik tentu saja diperiukan guru-guru
yang profesional, sarana dan prasarana juga manajemen
sekolah yang profesional, sehingga akan berpengaruh kepada
hasil NEM yang lebih baik pula.

. Satuan biaya SLTP Swasta Kota Cirebon dengan hasil NEM
dibandingkan dengan satuan biaya hasil rata-rata NEM
perkecamatan kota Cirebon SLTP Al Azhar Rp. 393.700,-/siswa
NEM 35,42, SLTP Muhamadiyah biaya Rp. 255.300, -/siswa
NEM 30.44, SLTP Kartika biaya Rp. 164,500 -/siswa NEM
29,86, SLTP Pawiyatan Raharja Rp. 364,800,-/siswa 29.27.
dibandingkan dengan total kota Cirebon perkecamatan Rp.
368.000,-/siswa NEM 33,10 SLTP Al Azhar karena biaya tinggi
dari rata-rata Kota Cirebon, nilai NEMnya pun lebih tinggi.
Sedangkan SLTP Muhamadiyah dan Kartika biaya persiswa
lebih kecil dari biaya fotal rata-rata perkecamatan Kota Cirebon.
Kesimpulan menggambarkan biaya yang tersedia
memperlihatkan kecendrungan semakin tinggi biaya, semakin
baik penyelenggaran kegiatan belajar, sebab dengan
tersedianya dana yang cukup hampir semua kegiatan sekolah

bisa dilaksanakan. Melihat gambaran tersebut biaya ternyata



berdampak pada KBM secara langsung. Seperti dikemukakan
oleh Blocher dan Chenlin bahwa KBM yang baik harus didukung
oleh guru yang profesional, jam mengajar yang cukup,
lingkungan belajar yang baik, dan semua ini yang memicu biaya
KBM menjadi besar { Cost driver )

Tentu saja bukan hanya sekedar tersedianya dana,
tetapt ada faktor lain yang juga harus dipertimbangakan, antara
lain. bagaimana dana yang tersedial dikelola secara baik
sehingga dapat_ dimanfaatkan secara opti;rlal, untuk
meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Ha!‘ihi?bi'sa dibuktikan
di lapangan pada umumnya memang sekolah yang muncul
kepermukaan, menghasilkan output yang berkualitas, tetapi ada
beberapa kasus baik pada. SLTP negeri maupun SLTP swasta,
walaupun didukung oleh biaya yang cukup tinggi, tetapi belum
menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

Untuk mendukung analisis adanya keterkaitan antara level biaya
dengan mutu lulusan, peneliti akan mengemukakan perhitungan

berdasarkan statistic deskriptif sebagai berikut :



Tabel 71:
Keterkaitan Level Biaya dengan Mutu Lufusan 2000-2001

No Sekolah Jumiah | Unit cost persiswa | NEM | Korelasi| Keterangan
Siswa '

1 |SLTPN 1 257 610400 40.75 | 0,316 | CukupTinggi
2 ISLTPN S5 248 490500 37.77 | 0,406 Tinggt

3 |SLTPN S 242 575300 35411 0,503 Tinggt

4 [SLTPN 11 119 408200 35.20 | 0,403 Tinggi

5 [SLTPN 8 303 452000 31.55| 0,203 Rendah
6 [SLTPN 17 141 415000 31.45| 0,503 Tinggi

7 {SLTP Santa Maria 227 708100 38.23 | 0,393 [ CukupTinggi
8 {SLTP Kristen 143 0 37.36 - -

9 |SLTP Al-Azhar 82 393700 35424 0,583 Tinggi
10 [SLTP Muhammadiyah 127 282300 3044 0643 Tinggi
114SLTP Kartika 27 164500 29.86 | 0,403 Tinggi
12 |SLTP Pawiyatan R. 28 364600 28.27 | 0,603 Tinggi

a.Prediktors {constant) NEM
b Dependent Variable: Unit Cost

Dari hasil analisis deskriptif SPSS versi 11,0 terlihat bahwa secara
umum ada keterkaitan antara tevel biaya di sekctah dengan mutu lulusan
yang ditunjukkan oleh NEM sebagai indikator yang yang dihasilkan oleh
tiap sekolah, sebagaimana dideskripsikan pada tabel 70 dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Untuk SLTP negeri 1 terdapat r hitung sebesar 0, 316,
sedangkan r tabel sebesar 0,113, artinya r hitung lebih
besar dari r tabel, hal ini memperlihatkan ada
kecenderungan keterkaitan ahtara; level biaya dengan
variabel mutu (NEM). Dilihat.- dari taraf signifikansi 5%
menunjukkan angka sebesar 0,001 % artinya posisi

biaya mempunyai kecenderungan berpengaruh terhadap

mutu lulusan.
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‘Untuk SLTP Negeri 5 r hitung sebesar 0,406 sedangkan r

tabel 0,138, hal ini menunjukkan r hitung lebih besar dari
r tabel, artinya ada hubungan yang cukup tinggi antara
biaya dan mutu [ulusan (NEM) yang dihasilkan oleh
sekolah.

Untuk SLTP Negeri 6, r hitung sebesar 0,503, sedangkan
r tabel 0, 138 menunjukkan r hitung lebih besar dari r
tabel, mengandung arti bahwa ada hubungan yang
tinggi antara biaya dan mutu lulusan (NEM) yang
diperoleh oleh siswa.

Untuk SLTP Negeri 11 r hitung 0, 403 sedangkan r tabel
sebesar 0,098, menunjukkan r hitung masih lebih tinggi
dari r tabel, artinya terdapat hubungan yang agak tinggi
antara biaya dan mutu lulusan.

Untuk SLTP Negeri 8 r hitung sebesar 0,203 sedangkan r
tabel sebesar 0,113, menunjukkan r hitung masih tetap

lebih tinggi dibanding r hitung, tetapi perbedaannya

sangat sedikit, artinya masih ada kecenderungan biaya

tetap mempengaruhi output hasil, tetapi NEM yang
diperoleh oleh siswa SLTP Negeri 8 lebih rendah
dibanding dengan hasil NEM SLTP Negeri 11, hal ini
disebabkan biaya belum sepenuhnya diperuntukan untuk

kegiatan belajar mengajar disamping input dan partispasi
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dari orang tua serta lingkungan sekolah dan manajemen
yang kurang baik.

Untuk SLTP Negeri 17 r hitung sebesar 0,503 sedang r
tabel 0,176, hal ini menunjukkan r hitung lebih besar dari
r tabel, artinya terdapat hdbungan yang tinggi antara
faktor biaya dan mutu lulusan, kalau dibandingkan
dengan SLTP negeri lainnya termyata unit cost persiswa
di SLTP Negeri 17 termasuk yang rendah oleh karena itu
hasil rata-rata NEM menunjukkan yang terendah diantara
beberapa SLTP negeri lainnya.

Untuk SLTP Santa Maria r hitung 0, 393 sedangkan r
tabel 0,138, r hitung menunjukkan lebih tinggi dibanding
dengan r tabel artinya terdapat hubungan yang tinggi
antara biaya dan hasil mutu lulusan, ini bisa dilihat unit
cost pada SLTP Santa Maria termasuk yang tertinggi
diantara SLTP swasta lainnya, tetapi rata-rata NEM
persiswa juga menunjukkan hasil yang tertinggi pula.
Untuk SLTP Kristen 1, peneliti tidak bisa menunjukkan
berdasarkan perhitungan SPSS versi 11,0, sebab Kepala
Sekolah tidak bisa memberikan rincian biaya yang
sebenarnya tetapi berdasarkan observasi dan hasil

wawancara dengan beberapa siswa bisa diinformasikan
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1.

12,

keadaan di SLTP Kristen 1 tidak jauh berbeda dengan
SLTP Santa Maria.

Untuk SLTP Al Azhar r hitung sebesar 0,583, sedangkan
r tabel sebesar 0,220, menggambarkan bahwa r hitung
masih lebih tinggi dari pada r tabel, artinya bahwa
terdapat hubungan yang cukup tinggi antara level biaya
dengan mutu lulusan.

Untuk SLTP Muhamadiyah r hitung sebesar 0,643
sedangkan r tabel 0,176, menunjukkan r hitung jauh lebih
tinggi dari r tabel, artinya terdapat hubungan yang tinggi
antara biaya dengan mutu lulusan yang dihasitkan, hal ini
dapat dilihat dengan unit. cbst yang kecil SLTP
Muhamadiyah hanya mampu mencapai rata-rata nilai
sebesar 30,44.

Untuk SLTP Kartika r hitung 0,403 sedangkan r tabel
0,381, walaupun perbedaan antara r hitung dan r {abel
hanya sekitar 0,22, tetapi tetap r hitung masih lebih tingi
dibanding r tabel, artinya masih ada kecenderungan
bahwa biaya berpengaruh terhadap mutu lutusan.
Jumiah siswa yang hanya sedikit juga berpengaruh
terhadap pembiayaan .

Untuk SLTP Pawiyatan Raharja r hitung sebesar 0,603

sedangkan r tabel sebesar 0,374, menunjukkan



perbedaan yang cukup tinggi antara r hitung dan r tabel,
pada sekolah ini kelihatan wunit cost [ebih tinggi
dibandingkan dengan SLTP Muhamadiyah dan SLTP
Kartika tetapi NEM yang diperoleh masih lebih rendah,
hal ini disebabkan selain input, jumlah siswa yang sedikit
juga menyebabkan biaya persiswa menjadi lebih tinggi,
sebab seluruh kegiatan siswa hanya ditanggung oleh

sedikit siswa.

Kesimpulan secara keseluruhan :

Dari hasil perhitungan dengan dibantu hasil perhitungan SPPSS
versi 11,0 seluruh SLTP baik negeri maupun swasta di Cirebon yang
dijadikan obyek penelitian ini, pada umumnya perhitungan menunjukkan
ada hubungan yang cukﬁp tinggi antara level biaya dengan perolehan
mutu yang dilihat dari Nilai Ebtanas Murni (NEM}. Hal ini menunjukkan
bahwa level biayaya akan mempengaruhi mutu atau kualitas yang
dihasilkan oleh sekolah. Apabila masih ada sekolah yang menggunakan
biaya yang cukup tinggi tetapi hasil yang diperoleh belum sesuai mungkin
disebabkan oleh faktor Iain seperti faktor input, manajemen yang kurang
baik atau faktor orang tua yang tidak partisipatif. Oleh karena itu apabila
sekolah ingin memperoleh kualitas yang diharapkan maka harus
diperhatikan faktor biaya, sebab dari hasil penelitian menunujukkan biaya

merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kualitas yang akan



dicapai. Jadi dalam menyusun RAPBS Kepala Sekolah beserta staf yang
berkaitan dengan penyusunan RAPBS menyusun strategi bagaimana
menggali dana agar dapat menunjang kegiatan sekolah terutama yang
berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas kegiatan belajar
mengajar.

Dikaitkan dengan teory cost evectiveness dari Woodhall & George
Psacharopoulus {(1987) yang mengatakan bahwa setiap kegiatan harus
diukur dan dikaitkan dengan output, maka dari perhitungan tabel 70 kita
bisa melihat pada umumnya sekolah sudah bisa dikatakan efektif, tetapi
dengan biaya tinggi masih ada beberapa sekolah yang belum
menghasilkan lulusan sesuai dengan biaya yang dileluarkan, ini
menandakan bahwa sekolah itu tidak efeklif. Sebagai contoh peneliti
mengemukakan SLTP Negeri 8 unit cost mancapai Rp 452.000,-
sedangkan NEM yang diperoleh hanya 31,55, dibandingkan dengan SLTP
negeri 11 unit cost hanya Rp 408.200,- fetapi mampu memperoleh NEM

sebesar 35,2,

D. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dalam manajemen keuangan belum
berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam kenyataan adanya dilematis
dalam pengawasan internal karena Kepala Sekolah sebagai penanggung
jawab keuangan sekolah juga bertindak sebagai pengawas dan

pengendali, peranan ganda Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab



dan sebagai pengawas édalah 2 peran yang seharusnya tidak
diperbolehkan sebab tidak efektif dan efisien ditinjau dari manajemen.

Laporan pertanggungjawaban APBS belum dijadikan alat evaluasi,
hal ini terbukti pada semua pihak yang memeriksa pertanggungjawaban
antara lain: 1). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen/BPKP hanya
berfokus pada laporan keuangan (Pembukuan) yang dilakukan oleh
bendahara. 2). Pelaporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada
orang tua siswa maupun Kepala Kantor Depdiknas Kota Cirebon tidak
dirinci secara jelas, tidak disesuaikan pada saat mengajukan anggaran.

Hasil pemeriksaan belum dijadikan acuan untuk melakukan
evaluasi, bagai mana menyusun dan merealisasikan anggaran yang
standar.

Hal yang lebih pentiing lagi pengawasan eksternal baru
menitikberatkan untuk memenuhi persyaratan norma administrasi belum
sampai kepada pemeriksaan yang memenuhi persyaratan segi kualitatif.
Semestinya laporan harus memenuhi standar kuantitatif dan kualitataif,
artinya jumiahnya benar dan jumiah yang tertera pada faktur itu sesuai

dengan peruntukkannya dengan kualitas yang sesuai..

E. Sistem Keuangan Sekofah yang Ditawarkan
Pada dasarnya setiap SLTP telah memiliki koperasi, tetapi tetapi

belum dikelola dan diberdayakan untuk kepentingan proses beiajar

mengajar. Keberadaan koperasi selama ini sifatnya parsial walaupun



berada di sekolah tetapi belum merupakan sistem. Bentuk koperasi yang

ada sekarang terlihat pada gambar halaman berikut :

Pemerintah
Keuangan
Sekolah
(Komite Sekolah) l
Fasilitas
PBM
& \4

Guru/Siswa

Gambar 8: Keadaan Koperasi Sekolah Saat Sekarang

Skema di atas menggambarkan bahwa koperasi belum
diberdayakan untuk membantu keuangan sekolah. Koperasi yang ada
sekarang baru dimanfaatkan untuk membantu kesejahteraan guru dan
koperasi siswa baru memberikan SHU pada saat siswa meninggalkan
sekolah. Yang perlu diusahakan pada saat ini Kepala Sekolah yang
berperan sebagai manager keuangan bagaimana harus mengusahakan
penggalian sumber dana yang febih banyak untuk meningkatkan KBM.
Koperasi yang ada semestinya dapat dimanfaatkan maksimal, sebaiknya
koperasi dijadikan koperasi sekolah yang di kelola secara profesional,

agar koperasi merupakan unit usaha yang dapat menambah dana KBM.



Koperasi sekolah yang pada saat ini  belum merupakan suatu
sistem keuangan yang bisa dijadikan salah satu alternatif untuk
menambah biaya pendidikan, ﬁendaknya diusahakan oleh Kepala
Sekolah, bagaimana agar koperasi itu salah satu unit usaha yang bisa
diandalkan sebagai penyumbang dana.

Yang perlu difikirkan ofleh Kepala sekolah, bagaimana kondisi
kepengurusan Koperasi sekolah agar menjadi unit usaha yang bisa
berkembang, bagaimana sistem permodalannya, dan satu hal yang periu
difikirkan dari segi bisnis, agar koperasi sekolah bisa bersaing dengan
harga diluar, paling tidak sama. Sebab hal ini akan mendorong setiap
siswa untuk menggunakan jasa koperasi dibanding dia harus susah-susah
pergi mencari keluar lingkungan sekolah.

Pertimbangan diberdayakan koperasi sebagai unit usaha selain
dari bisa menambah biaya Kegiatan belajar mengajar, satu hal yang
paling penting , koperasi dapat dijadikan tempat untuk berlatih para siswa,
terutama dikaitkan dengan diberakukannya Manajemen Berbasis Sekolah
dan dalam rangka sosialisast pelaksananaan kurikulum berbasis
kompetensis.

Dalam upaya bagaimana memberdayakan koperasi yang sudah
ada agar menjadi suatu sistem keuangan sekolah, peneliti mencoba
memberi gambaran koperasi sekolah sebagai salah satu mekanisme

~ sumber keuangan sekolah akan digambarkan pada halaman berikut :



Gambar 9 : Koperasi Sekolah Sebagai Salah Satu Mekanisme
Sumber Keuangan Sekolah

Dengan kondisi seperti diatas diharapkan keuntungan koperasi di
kembalikan kepada siswa dalam bentuk layanan belajar sercara langsung,
seperti penyediaan OHP, sekolah bukan hanya sekedar menyediakan
OHP sazja tetapi memberikan transparan kepada guru yang akan
mepergunakanya secara cuma-Cuma, dan merangsangnya dengan
imbalan, agar guru-guru termotivasi uniuk menyampaikan PBM secara
profesional sehingga akan berimplikasi pada mutu lulusan. Keuntungan
SHU untuk guru tetap dalam bentuk uang, sehingga guru akan merasa
tidak dirugikan. Dengan kegiatan belajar yang lebih profesional akan
membawa dampak yang posifif. Lulusan akan memberi kepuasan pada
orang tua (parent satisfaction) apabila siswa memperoleh hasil yang baik

dibandingkan dengan hanya sekedar memperoleh SHU



Sistem pembiayaan untuk SLTP Negeri dan SLTP

baik akan menghasitkan menimbuikan hal sebagai berikut:

. Akuntabilitas - . ~ Siswayang - Pertanggungjawaban
SRR oo . berorestasi Sosial dan Akademik
v
. Kepuasan Orangtua
Kesadaran Membayar
» Orangtua/Masyarakat

Gambar 10 : Dampak Sistem Pembiayaan yang diharapkan

Dari hasil penelitian yang dikemukakan di bab V dinyatakan baik
untuk sekolah Negeri maupun sekolah Swasta terlihat sekolah yang
mempunyai biaya yang cukup (dahulunya' dari BP3) seperti SLTP Negeri 1
dan SLTP Negeri 5 dapat mengelola KBM dengan lebih baik dibandingkan
dengan sekolah Negeri lainnya. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih
baik supaya sekolah mempunyai dana yang cukup agar sekolah dapat
meningkatkan kualitas PBM/KBM, maka koperasi sekolah yang ada
diberdayakan secara maksimal karena sekolah sebagai seluruh sub
sistem yang mempunyai keterkaitan Kkualitas. Sekolah yang bisa
menghasilkan siswa yang berprestasi (student achievement) maka akan

memberikan kepuasan kepada orang tua (parent safisfaction). Dengan



adanya kepuasan akan menimbulkan kesadaran bahwa kualitas harus
dibayar dengan harga yang mahal, maka akan timbul rasa kesadaran
kepada orang tua untuk membiayai pendidikaﬁ (Willing to pay). Dari pihak
sekolah harus disadari bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh orang
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, karena koperasi yang ada di
SLTP didanai oleh guru Siswa, BP3 atau Komite Sekolah /dewan sekolah
dan pemerintah.

Sekolah mempunyai kewajiban memberi pertanggungjawaban baik
pertanggungjawaban akademik maupun pertanggung jawaban sosial.

Untuk sekolah swasta yang sudah baik, masalah koperasi mungkin
tidak terlalu dipikirkan sebab parent satisfaction atau kepuasan orang tua
sudah diwujudkan dalam sumbangan orang tua siswa, karena orang tua
telah yakin dengan memasukkan ke sekoiah yang dipilihnya walaupun
membayar mahal sudah ada jaminan untuk memperoleh hasil yang lebih
baik. Tetapi alangkah baiknya apabila koperasi ini merupakan alternatif
dalam menambah dana dan juga menjadi sarana latihan dalam
menerapkan kurikulum berbasis kompetensis. Terlebih-lebih bagi sekolah
swasta yang sulit mengharapkan bantuan dari orang tua maka gagasan

yang ditawarkan untuk sekolah ini dapat dicoba.



DALIL-DALIL

. Untuk mengembangkan kegiatan sekolah yang baik periu ada
keleluasaan dalam memperoleh dana terutama untuk menunjang
kegiatan belajar mengajar, oleh karena itu Kepala Sekolah perlu
strategik dalam menyusun anggaran.

. Bagi Lembaga Pendidikan yang melaksanakan kegiatan belajar
mengajar yang berkualitas, akan menimbulkan kepercayaan bagi
stakeholder (Pelanggan Institusi Pendidikan).

. Kualitas dan kepercayaan yang dihasitkkan oleh sekolah akan
menyebabkan stakeholder rela membayar mahal biaya pendidikan.
. Kegiatan belajar yang dilaksanakan secara nyata akan berkualités,
merupakan cost driver (pemicu biaya), sehingga menyebabkan
biaya KBM menjadi mahail.

. Kegiatan belajar yang berkualitas akan menghasitkan output yang
berkualitas dan menimbulkan parent satisfaction (kepuasan orang
tua), kepuasan ini menyebabkan orang tua tidak
mempermasalahkan mahalnya biaya pendidikan.

. Kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan baik, apabila
ditunjang oleh berbagai fasilitas dan guru yang profesional.

. Kesadaran orang tua untuk membayar (Wilfing fo pay) biaya
pendidikan akan muncul apabila sekolah mampu memberikan
pertanggungjawaban sosial dan akademik kepada masyarakat

pengguna jasa.
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8. Perlu sosialisasi yang baik untuk memberdayakan masyarakat
dalam penyediaan dana pendidikan.

9. Untuk penyediaan sumber biaya, pemanfaatan Koperasi sebaéai
unit usaha di sekolah secara maksimal, merupakan kegiatan yang
terus menerus dalam menggalang dana. Dengan dana yang
terkumpul dari Koperasi akan merupakan sumber biaya yang nyata

untuk meningkatkan KBM dan menunjang kesejahteraan guru.





